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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3). 

Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ialah negara yang 

menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut hukum. 

Hukum menjadi tatanan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan 

Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa. Pancasila sebagai dasar negara 

kesatuan Republik Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum yang 

mengatur kehidupan kebangsaan Indonesia, mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang 

menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.  

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada kodrat dan 

keberadaan manusia, baik sebagai perempuan maupun laki-laki, sebagai 

makhluk yang bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir sampai akhir hayat. 

Pada dasarnya seorang Perempuan dan laki-laki berbeda dalam sifat maupun 

fisiknya, tetapi hukum di Indonesia tidak pernah memperlakukan seseorang 

dengan perlakuan yang berbeda. Hal ini terjadi karena Indonesia adalah negara 

hukum yang berdasarkan dengan Pancasila1.  

 
1  Harahap, Z. (2014). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Depok: PT Rajagrafindo 
Persada.hal.56 
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Untuk memenuhi haknya, seorang anak yang baru lahir tidak bisa 

melakukan hal tersebut dengan sendiri dikarenakan pengalaman dan 

kemampuannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua, 

memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak anak.  

Salah satu hak anak adalah setiap anak berhak atas identitasnya sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaraan.  

Setiap anak yang lahir kedunia ini tidak semuanya bisa lahir dengan 

fisik dan hormon yang sempurna. Salah satu masalah yang biasa terjadi yaitu 

adanya kelainan kelamin pada anak yang lahir sehingga menyebabkan 

kesulitan dalam menentukan jenis kelamin seorang anak. Mengenai jenis 

kelamin bayi biasanya pada saat bayi tersebut lahir, tanpa kesulitan dapat 

diketahui dengan pasti apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 

Bahkan dengan ultrasonography (USG), jenis kelamin bayi sudah bisa dikenali 

sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Jenis kelamin pada umumnya 

tidak akan berubah selamanya, dan menjadi salah satu identitas personal sejak 

lahir. 

Pada anak yang masih kecil mungkin belum terjadi masalah 

psikososial, tetapi pada anak yang lebih besar dapat terjadi suatu krisis 

identitas. Upaya medis untuk menyesuaikan atau memperbaiki bentuk alat 

kelamin diikuti dengan upaya hukum untuk perubahan data identitas diri yaitu 

seperti perubahan identitas pada nama dan jenis kelaminnya. Dari kejadian ini 

maka akan muncullah istilah transgender. 
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Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

seseorang yang tidak mengidentifikasi dengan jenis kelamin yang didapatkan 

saat lahir mereka mungkin ingin dilihat sebagai jenis kelamin yang berbeda 

atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali.2 

Bagi seorang transgender yang telah mengubah jenis kelaminnya 

harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan pengesahan atas 

perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin 

dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan, maka dapat mengajukan 

permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam 

dokumen kependudukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Perubahan 

identitas tersebut berupa perubahan nama dan jenis kelamin baik dalam Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran 

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang 

diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau 

kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan 

dapat juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara 

sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Untuk mengajukan 

Permohonan adapun tata caranya sebagai berikut : 

1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh 

pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri di tempat tinggal pemohon. 

 
2https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/transgender-mungkin-disebabkan-kondisi-
medis-langka/ Diakses pada Tanggal 2 Desember 2021 jam 7.40 Wib.  

  
 

http://www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/
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2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan 

permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan 

menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 

RBg). 

3) Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian 

didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon 

membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh 

Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg). 

4) Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan 

terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan 

suatu penetapan. 

5) Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan 

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sebagai contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi 

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bks. Dalam Penetapan tersebut disebutkan bahwa 

Pemohon bertujuan mengganti identitas jenis kelaminnya dari Perempuan 

sebagai Laki-laki. Dijelaskan dalam Penetapan tersebut bahwa Pemohon 

menyatakan kondisi yang pemohon alami secara psikologis bukanlah kemauan 

pemohon, tetapi karena semakin lama pemohon merasa sikap dan tingkah 

lakunya semakin didominasi sifat kelaki-lakian dan Pemohon telah 

berkonsultasi ke dokter spesialis maupun ke para pakar hukum tentang 

keadaannya , dan secara medis memang dokter menyatakan bahwa hormon 

lelaki lebih mendominasi dalam pertumbuhan usia pemohon. 
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     Adapun Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut : 

1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

3) Fotocopy Akta Kelahiran 

4) Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia 

5) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah dasar) 

6) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama  

7) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas 

8) Fotocopy Ijazah S1 

9) Fotocopy Passport 

10) Fotocopy Surat Keterangan Dokter  

11) Fotocopy Surat Keterangan  

12) Print Out Foto Pemohon   l 

Pada  lamar  lputusan  ltersebut,  lhakim  lmenetapkan  luntuk  lmengabulkan  

lpermohonan  lpemohon  luntuk  lseluruhnya  ldan  lmemberikan  lijin  lkepada  lPemohon  

luntuk  lmelakukan  lperubahan  lidentitas  ljenis  lkelaminnya  l,  lyang  lsemula  ljenis  

lkelaminnya  lperempuan  ldiubah  lmenjadi  ljenis  lkelamin  llaki-laki.  lSerta  

lmemerintahkan  lkepada  lPemohon  luntuk  lmelaporkan  ltentang  lPenetapan  

lPerubahan  lIdentitas  lJenis  lKelamin  lPermohon  ltersebut  lkepada  lKantor  lDinas  

lKependudukan  ldan  lPencatatan  lSipil  l  lKota  lBekasi  lagar  ldicatatkan  ldalam  lregister  

lyang  lperuntukkannya  luntuk  litu. 

Dalam  lhal  lini  lpenulis  lingin  lmengkaji  llebih  ldalam  lmengenai  lakibat  

lhukum  ldari  lperubahan  lidentitas  lseorang  ltransgender  ldalam  lPerspektif  lHukum  
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lPerdata.  lPerubahan  lidentitas  lyang  ldiatur  ldalam  lUndang-Undang  lNomor  l24  lTahun  

l2013  ltentang  lPerubahan  lAtas  lUndang-Undang  lNomor  l23  lTahun  l2006  ltentang  

lAdministrasi  lKependudukan  l. 

Berdasarkan  llatar  lbelakang  lmasalah  ldiatas,  lmaka  lPenulis  ltertarik  luntuk  

lmengkaji  llebih  ldalam  lmengenai  lmasalah  lakibat  lhukum  ldari  lperubahan  lidentitas  

lseorang  ltransgender  ldalam  lPerspektif  lHukum  lPerdata,  lmaka  lditentukan  ljudul  

lpenelitian  lskripsi,  lyaitu  l:  l“ANALISIS  lYURIDIS  lPERTIMBANGAN  lHUKUM  

lPENGADILAN  lNEGERI  lDALAM  lPENETAPAN  lNOMOR  l:  

l56/PDT.P/2021/PN.BKS  lTENTANG  lPERUBAHAN  lIDENTITAS  lJENIS  

lKELAMIN  l   SESEORANG  lDALAM   lPERSPEKTIF  lHUKUM  lPERDATA”. 

 

B.  lRumusan  l    Masalah  l 

Berdasarkan  llatar  lbelakang  ldiatas  ladapun  lrumusan  lmasalah  lyang  ldiajukan  ldalam  

lpenelitian  lini  ladalah: 

Bagaimana  lAkibat  lHukum  lDari  lPerubahan  lIdentitas  lJenis  lKelamin  

lTerhadap  lSeorang  lTransgender  lDalam  lPerspektif   lHukum  lPerdata?  l  l 

 

C.  lTujuan  lPenelitian  l 

  lAdapun  ltujuan  ldalam  lpenelitian  lini  ladalah  lsebagai  lberikut:  l 

1. Untuk  lMenganalisis  lPertimbangan  lHukum  lPengadilan  lNegeri  lyang  

lMenyatakan  lDiterima  lPermohonan  ldalam  lPerubahan  lIdentitas  lJenis  lKelamin  

ldalam  lPenetapan  lPengadilan  lNegeri  lKota  lBekasi  lNomor  l:  

l56/Pdt.P/2021/PN.Bks 
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2. Untuk  lMenganalisis  lAkibat  lHukum  ldari  lPerubahan  lIdentitas  lJenis  lKelamin  

lTerhadap  lSeseorang  ldalam  lPerspektif  l  lHukum  lPerdata 

 
D.  lManfaat  lPenelitian 

Adapun  lmanfaat  lyang  ldapat  ldiambil  ldari  lhasil  lpenelitian  lini  ladalah  lsebagai  

lberikut:  l 

1. Manfaat  lTeoritis  l 

Manfaat  lteoritis  lmerupakan  lmanfaat  lpenelitian  lhukum  lbagi  lpengembangan  

lilmu  lhukum.  lAdapun  lmanfaat  lteoritis  ldari  lpenelitian  lini  ladalah  l: 

a. Hasil  lpenelitian  lini  lakan  ldapat  lmenambah  lreferensi  ldan  lwawasan  

lpengetahuan  lbagi  lpeneliti  lkhususnya  ldan  lpembaca  lumumnya  ltentang  lakibat  

lhukum  ldari  lperubahan  lidentitas  lseorang  ltransgender  ldalam  lperspektif  

lhukum  lperdata. 

b. Dapat  ldijadikan  lsebagai  lpedoman  ldalam  lpenelitian  lyang  llain  lyang  lsesuai  

ldengan  lbidang  lpenelitian  lyang  lpenulis  lteliti. 

2. Manfaat  lPraktis. 

Manfaat  lpraktis  lini  lmenjelaskan  lmanfaat  lyang  lberguna  luntuk  lmemecahkan  

lmasalah  ltersebut  lsecara  lpraktis.  lAdapun  lmanfaat  lpraktis  ldari  lpenelitian  lini  

lyaitu  l: 

Diharapkan  ldapat  ldigunakan  lsebagai  linformasi  lbagi  lmasyarakat  latau  lpraktisi  

lhukum  ldan  linstansi  lterkait  ltentang  lAdministrasi  lkependudukan.  l 
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E.  lKerangka  lPemikiran  l 

Kerangka  lPemikiran  lsebagai  llandasan  lTeoritis  ladalah  lupaya  luntuk  

lmengidentifikasi  lteori  lhukum  lumum/khusus  lkonsep-konsep  lhukum,  lasas-asas  

lhukum  ldan  llain-lain,  lyang  lakan  ldipakai  lsebagai  llandasan  luntuk  lmembahas  

lpermasalahan  lpenelitian. 

 

1.  lTinjauan  lPustaka 

Dalam  lpenelitian  lini,  ltinjauan  lpustaka  lyang  ldigunakan  ladalah  lteori  l–  

lteori  lyang  lmenjadi  llandasan  ldalam  lpenelitian,  lselain  litu  lkajian  lpustaka  ljuga  

lmelalui  ljurnal-  ljurnal  lpenelitian  lHukum. 

  l  l  l  l  l  l  l  l  l  lTransgender  lsangat  lberhubungan  lerat  ldengan  lgender  ldan  ljenis  lkelamin.  

lKata  lgender  ldigunakan  lsecara  lsosiologis  latau  ldi  ldalam  lperwujudannya,  lgender  

lmerujuk  lkepada  ldefinisi  lsosial  lbudaya  ldari  llaki-laki  ldan  lperempuan  lserta  

lmemberikan  lperan-peran  lsosial  lkepada  lmereka.  lHal  lini  ldigunakan  luntuk  

lmemahami  lrealitas  lsosial  ldalam  lhubungannya  ldengan  lperempuan  ldan  llaki-

laki3. 

Menurut  lFakih  l(2004:8),  luntuk  lmemahami  lkonsep  lgender  lharus  

ldibedakan  lantara  lkata  lgender  ldengan  l(jenis  lkelamin).  lPengertian  ljenis  lkelamin  

lmerupakan  lpensifatan  latau  lpembagian  ldua  ljenis  lkelamin  lmanusia  lyang  

lditentukan  loleh  lTuhan  lsecara  lbiologis,  lyaitu  ljenis  lkelamin  llaki-laki  ldan  

lperempuan.  lSedangkan  lgender  lmemiliki  lpengertian  lsebagai  lsifat  lyang  lmelekat  

lpada  lkaum  llaki-laki  latau  lperempuan  lyang  ldikonstruksikan  lsecara  lsosial  

 
3

  lKamla  lBhasin,  l2001,  lMemahami  lGender.  lJakarta;  lTeplok  lPress.  lh.26 
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lmaupun  lsecara  lkultural.  lMisalnya  lperempuan  ldi  lkenal  lsebagai  lsosok  lyang  

llemah  llembut,  lemosional,  lcantik  ldan  lkeibuan,  lsementara  llaki-laki  ldi  lkenal  

lsebagai  lsosok  lyang  lkuat,  lrasional,  ljantan  ldan  lperkasa.  lDemikian  lpula  lhalnya  

ldengan  lpembagian  lperan  lantara  lkaum  llaki-laki  latau  lperempuan,  ldi  lmana  

lPerempuan  ldi  langgap  lhanya  lmemiliki  lperan  lpada  lwilayah  ldomestik  l(urusan  

lrumah  ltangga)  lsaja,  lsementara  llaki-laki  ldi  langgap  lmemiliki  lperan  lpada  lwilayah  

lpublik/sosial  lyang  llebih  lluas. 

Secara  lterminologis  ltransgender  ldiartikan  ldengan  lsuatu  lgejala  

lketidakpuasan  lseseorang  lkarena  lmerasa  ltidak  ladanya  lkecocokan  lantara  lbentuk  

lfisik  ldan  lkelamin  ldengan  lkejiwaan.  lBeberapa  lekspresi  lyang  ldapat  ldilihat  lialah  

lbisa  ldalam  lbentuk  ldandanan  l(make  lup),  lgaya  ldan  ltingkah  llaku,  lbahkan  lsampai  

lkepada  loperasi  lpenggantian  lkelamin.4 

Transgender  ladalah  listilah  lyang  ldigunakan  luntuk  lmendeskripsikan  

lorang  lyang  lmelakukan,  lmerasa,  lberfikir,  latau  lterlihat  lberbeda  ldari  ljenis  

lkelamin  lyang  lditetapkan  lsaat  lmereka  llahir.  lTransgender  ltidak  lmenunjukkan  

lbentuk  lspesifik  lapapun  ldari  lorientasi  lseksual  lorangnya.  lTransgender  ladalah  

listilah  lyang  ldipakai  lbuat  lorang  lyang  lcara  lberperilaku  latau  lberpenampilan  

lberbeda  latau  ltidak  lsesuai  ldengan  ljenis  lkelaminnya.  lTransgender  lberbeda  

ldengan  lTransseksual  lyang  lartinya  l:  ladalah  lorang  lyang  lsecara  lbiologis  lmerasa  

lidentitas  lgendernya  lberbeda  ldengan  ljenis  lkelaminnya.  lTerkadang  ljuga  lorang  

ltransgender  ldisebut  lsebagai  lTranseksual  ljika  lia  lmenghendaki  lbantuan  lmedis  

luntuk  ltransisi  ldari  lsatu  lseks  lke  lseks  llainnya.Pada  lkasus  ltransseksual  lkarena  

 
4

  lMasailul  lFiqhiyah  lMahjudin,  l2005,  lBerbagai  lKasus  lyang  lDihadapi  lHukum  lIslam  lMasa  lKini,  

lJakarta:  lKalam  lMulia.  lh.4 
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lkeseimbangan  lhormon  lyang  lmenyimpang  l(bawaan),  lmenyeimbangkan  

lkondisi  lhormonal  lguna  lmendekatkan  lkecendrungan  lbiologis  ljenis  lkelamin  lbisa  

ldilakukan.5
  l 

Hal  lini  ldisebut  ldengan  listilah  lkelamin  ldysphoria:  lIstilah  lmedis  lmengacu  

lkepada  lorang  lyang  lmemiliki  lrasa  lyang  lmeyakinkan  lbahwa  lidentitas  lgender  

lmereka  ltidak  lsesuai  ldengan  ljenis  lkelamin  lfisiologis  latau  lbiologis  lmereka  llahir.  

lDengan  lkata  llain,  lorang  lyang  lmerasa  lbahwa  lmereka  llahir  ldi  l“tubuh  lyang  lsalah”  

lyaitu  lperempuan  lbiologis  lyang  lmerasa  lmereka  lseharusnya  ldilahirkan  lsebagai  

llaki-laki  ldan  lsebaliknya. 

Memahami  lkonsep  lgender  ltentu  lperlu  ldibedakan  lantara  lpengertian  

lgender  ldengan  lpengertian  lseks  latau  ljenis  lkelamin.  lPengertian  ljenis  lkelamin  

lmerupakan  lpensifatan  latau  lpembagian  ldua  ljenis  lkelamin  lmanusia  lyang  

lditentukan  lsecara  lbiologis  lyang  lmelekat  lpada  ljenis  lkelamin  ltertentu6
  lArtinya  

lsecara  lbiologis  lalat-alat  lyang  lmelekat  lpada  lperempuan  lseperti  lalat  lreproduksi,  

lrahim,  lvagina,  lalat  lmenyusui  ldan  llaki-laki  lseperti  lpenis,  lkala  lmenjing,  ldan  lalat  

luntuk  lmemproduksi  lsperma  ltidak  ldapat  ldipertukarkan.  lSecara  lpermanen  ltidak  

lberubah  ldan  lmerupakan  lalat  lketentuan  lbiologis  latau  lsering  ldikatakan  lsebagai  

lketentuan  lTuhan  latau  lkodrat.  l 

Gender  ldan  ljenis  lkelamin  lmerupakan  ldua  lhal  lyang  lberbeda.  lJenis  

lkelamin  ldipengaruhi  loleh  lfaktor  lbiologis,  lmisalnya  llaki-laki  lmempunyai  lpenis  

ldan  lperempuan  lmempunyai  lvagina.  lGender  ldipengaruhi  loleh  lkonstruksi  

lsosial,  lmisalnya  lperan  lgender  ldan  lidentitas  lgender  lyang  lmengaitkan  ldiri  

 
5

  lGibtiah,2016,  lFikih  lKontemporer,  lJakarta:  lPrenada  lMedia  lGroup,  lh.  l219 
6

  lMansour  lFakih  l.  l2010,  lAnalisis  lGender  ldan  lTransformasi  lSosial.  lYogyakarta:  lPustaka  lPelajar.  lh.8 
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ldengan  ljenis  lkelamin.  lPandangan  lmasyarakat  ldan  lbudaya  ltentang  llaki-laki  

ladalah  lbahwa  lia  lharus  lkuat,  lsedangkan  lperempuan  lbiasanya  llebih  llemah  

llembut  ldan  lgemulai.  l 

Gender  ldalam  lsosiologi  lmerupakan  lbentuk  ldari  lbagaimana  lmasyarakat  

lmemandang  llaki-laki  ldan  lperempuan.  lHal  lini  ldisebut  ldengan  lgender  lroles  latau  

lperan  lgender.  lSebagai  lkonstruksi  lsosial,  lperempuan  ldan  llaki-laki  lmempunyai  

lidentitasnya  lsendiri  lsesuai  ldengan  ltuntutan  latau  lbagaimana  lsuatu  lmasyarakat  

lmemandang  ljenis  lkelamin  ltertentu.  lDalam  lsosiologi  ljuga  ldikenal  ldengan  

lfeminitas  ldan  lmaskulinitas.  lFeminitas  lmerupakan  lbagaimana  lmasyarakat  

lmemandang  lperempuan,  lsedangkan  lmaskulinitas  lyaitu  lbagaimana  lmasyarakat  

lmemandang  llaki-laki.  l 

 

2.  lKerangka  lKonsep 

Kerangka  lkonsep  ladalah  lkerangka  lyang  lmenggambarkan  lhubungan  lantara  

ldefinisi-definisi/konsep-konsep  lkhusus  lyang  lakan  lditeliti.  lSesuai  ldengan  ljudul  

lpenelitian  lyaitu  l:  l  l“Analisis  lYuridis  lPertimbangan  lHukum  lHakim  lDalam  

lPenetapan  lNomor  l:  l56/Pdt.P/2021/PN/Bks  lTentang  lPerubahan  lIdentitas  lJenis  

lKelamin  lOrang  lDalam  lPerspektif  lHukum  lPerdata  l”,  lmaka  ldapat  lditerangkan  

ldefinisi  loperasional  lpenelitian,  lyaitu:  l 

Pada  ldasarnya,  ldi  lIndonesia  lbelum  lada  laturan  lkhusus  lmengenai  

lpenggantian  ljenis  lkelamin  lbagi  lseseorang  lyang  ltelah  lmelakukan  loperasi  

lkelamin.  lMengenai  lpenggantian  ljenis  lkelamin  l,  lPergantian  ljenis  lkelamin  ldapat  

ldilakukan  loleh  lsetiap  lorang  lyang  lmerasa  ldirinya  lmemiliki  lkelainan  lseksual,  lhal  



12 

 
 

lini  ldapat  ldilakukan  latas  lpermintaan  ldari  lpihak  lyang  lbersangkutan  ldan  ldisetujui  

loleh  lpsikiater  lpsikolog,  lahli  lhukum,  lahli  lagama,  ldokter  lahli  landrologi,  ldokter  

lahli  lbedah,  ldokter  lahli  lkebidanan  ldan  lkandungan  ldokter  lahli  lanestesi.  l 

Keputusan  lseseorang  luntuk  lmelakukan  lperubahan  ljenis  lkelamin  

lmerupakan  lhal  lyang  lcukup  lsulit,  lterlebih  ldahulu  lharus  lmelakukan  lbeberapa  

lkonseling  ldan  lmengikuti  lprosedur  lyang  lberlaku.  lMeskipun  lbeberapa  

ltransgender  lmerasa  ltidak  lperlu  lsampai  lmerubah  ljenis  lkelamin  lnamun  lhal  lini  

ldilakukan  luntuk  lmenyembuhkan  ldiri  ldan  ljika  lpara  ltranseksual  lingin  

lmelakukan  lperkawinan  lagar  ldapat  ldisahkan  lsecara  lhukum  l 

jika  lbenar  lseseorang  ltelah  lmengubah  ljenis  lkelaminnya  lharus  lmemohonkan  

lkepada  lpengadilan  lguna  lmendapatkan  lpenetapan  ldari  lpengadilan.  lPenetapan  

lpengadilan  lini  ldifungsikan  luntuk  lmendapatkan  lpengesahan  latas  lperubahan  

lkelamin.  lSetelah  lmendapatkan  lpengesahan  latas  lperubahan  lkelamin  ldari  lnegara  

lberdasarkan  lPenetapan  lpengadilan  ltersebut,  lmaka  ldapat  lmengajukan  

lpermohonan  luntuk  lmengubah  lidentitas  lbaik  lnama  lmaupun  ljenis  lkelamin  ldalam  

ldokumen  lkependudukan. 

Diantara  lpenggolongan  l2  l(dua)  ljenis  lkelamin  ltersebut  lmuncul  lorang-

orang  lyang  lmempunyai  lkecenderungan  lberprilaku  lbertentangan  ldengan  lkodrat  

ljenis  lkelamin  lyang  ldimilikinya.  lorang-  lorang  linilah  lyang  lkemudian  ldikenal  

ldengan  lsebutan  lTransgender.  lTranseksual  lmerupakan  lsuatu  lkondisi  ldimana  

lseseorang  lmenunjukkan  lketidaknyamanan  lterhadap  lkeadaan  lanatomis  ltubuh  

ldan  lmemiliki  lkeinginan  luntuk  lmengubah  lalat  lgenitalnya  lmelalui  lOperasi  

lPenggantian  lKelamin  l(Sex  lReassignment  lSurgery).  l 
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Operasi  lPergantian  lKelamin,  lyaitu  loperasi  lkelamin  lyang  ldilakukan  

lterhadap  lorang  lyang  lsejak  llahir  lmemiliki  lkelamin  lbiologis  lnormal  lapakah  

lsebagai  llaki-lai  latau  lperempuan,  ltetapi  ldalam  lperkembangan  lselanjutnya  

lmengalami  lpermasalahan  lpsikis  ldan  lperilaku  lyang  lkemudian  ltimbul  

lpermasalahan  lidentitas  lkelamin  lpskisnya  lberlawanan  ldengan  lorgan  lkelamin  

lbiologisnya,  lkondisi  lini  lyang  ldikenal  ldengan  listilah  lgangguan  lTranseksual.  

lKasus  lperubahan  ljenis  lkelamin  lini  lditinjau  ldari  lsegi  lhukumnya  lmerupakan  

lsuatu  lyang  lsangat  lbesar  lpengaruhnya  lterhadap  lperkembangan  ldalam  

lmasyarakat,  lkarena  lperistiwa  lperubahan  lstatus  lini  lmerupakan  lpersoalan  lbaru  

ldalam  lmasyarakat.  lTidak  lhanya  lmenimbulkan  lkontroversi  ldi  lkalangan  

lmasyarakat,  loperasi  lpenggantian  ljenis  lkelamin  ljuga  ldapat  lmenimbulkan  

lmasalah  lhukum  lbagi  lsubjek  lyang  lmelakukan  loperasi  litu  lsendiri.  lMasalah  

lhukum  lyang  lpaling  lumum  ltimbul  latau  ldipermasalahkan  lsalah  lsatunya  ladalah  

lmengenai  lhokum  lperkawinan.  

 lDengan  ladanya  lperubahan  ljenis  lkelamin  lbaik  lberupa  lpenyesuaian  ljenis  

lkelamin  lataupun  lpergantian  lkelamin  lyang  ldilakukan  loleh  lseseorang,  lmaka  

lsecara  llangsung  lakan  lmempengaruhi  lstatus  lhukum  latau  lkedudukannya  ldalam  

lmelakukan  lperkawinan,  lterutama  ljika  lorang  lyang  lbersangkutan  ladalah  lseorang  

lmuslim.  lDengan  lbergantinya  ljenis  lkelamin  lseseorang  ldari  lpria  lmenjadi  lwanita  

lataupun  lsebaliknya  lmaka  lkedudukan  ldan  lhaknya  ljuga  lakan  lberganti. 
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F.  lMetode  lPenelitian  l 

Metode  lpenelitian  ladalah  lsuatu  lmetode  lcara  lkerja  luntuk  ldapat  lmemahami  lobyek  

lyang  lmenjadi  lsasaran  ldari  lilmu  lpengetahuan  lyang  lbersangkutan.  lMetode  ladalah  

lpedoman  lcara  lseorang  lilmuan  lmempelajari  ldan  lmemahami  llingkungan-

lingkungan  lyang  ldipahami7
  l.  lSedangkan  lpenelitian  ladalah  lsuatu  lcara  lyang  

ldidasarkan  lpada  lmetode  lsistematika  ldan  lpemikiran  ltertentu  lyang  lbertujuan  luntuk  

lmemecahkan  lsuatu  lmasalah  lyang  lbersifat  lilmiah. 

 

1) Jenis  lPenelitian 

   Dalam  lmelaksanakan  lpenelitian  lini  lpenulis  lmenggunakan  ljenis  

lpenelitian  lhukum  lnormatif  latau  ldoctrinal,  lyaitu  lsuatu  lpenelitian  lhukum  

lterhadap  ldata  lsekunder  lberupa  lpenelitian  lkepustakaan  l(library  lresearch)  lyang  

ldilakukan  ldengan  lcara  lmeneliti  lbahan  lkepustakaan  latau  ldata  lprimer,  lsekunder,  

ldan  ltersier.8 

Penelitian  lini  lmenggunakan  lmetode  lPenelitian  lhukum  lnormatif  l(normative  llaw  

lresearch)  lyang  lmenggunakan  lstudi  lkasus  lnormatif  lberupa  lproduk  lperilaku  

lhukum,  lmisalnya  lmengkaji  lUndang-Undang.  lPokok  lkajiannya  ladalah  lhukum  

lyang  ldikonsepkan  lsebagai  lnorma  latau  lkaidah  lyang  lbelaku  ldalam  lmasyarakat  

ldan  lmenjadi  lacuan  lperilaku  lsetiap  lorang.  lSehingga  lpenelitian  lhukum  lnormatif  

lberfokus  lpada  linventarisasi  lhukum  lpositif,  lasas-asas  ldan  ldoktrin  lhukum,  

 
7

  lSoerjono  lSoekanto,  lPengantar  lPenelitian  lHukum,  lJakart  la  l:  lUI  lPress,  l1986 
8

  lSoekanto  lSoerjono  ldan  lSri  lMamudji,  l2007,Penelitian  lHukum  lNormatif  lSuatu  lTinjauan  lSingkat.  

lJakarta  l:  lRaja  lGrafindo  lPersada,  lhal.14. 
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lsistematik  lhukum,  ltaraf  lsinkronisasi,  lperbandingan  lhukum  ldan  lsejarah  

lhukum.9 

 

2) Jenis  lPendekatan 

pendekatan  lyang  ldigunakan  ldalam  lmetode  lpenulisan  lhukum  lnormatif,  

lyaitu  lcara  lpenulisan  lyang  ldidasarkan  lpada  lanalisis  lterhadap  lbeberapa  lasas  

lhukum  ldan  lteori  lhukum  lserta  lperaturan  lperundang-undangan  lyang  lsesuai  ldan  

lberkaitan  ldengan  lpermasalahan  ldalam  lpenulisan  lpenelitian  lhukum.  lPenelitian  

lhukum  lnormatif  lini  ladalah  lsuatu  lprosedur  ldan  lcara  lpenelitian  lilmiah  luntuk  

lmenemukan  lkebenaran  lberdasarkan  llogika  lkeilmuan  lhukum  ldari  lsegi  

lnormatifnya.10 

a) Pendekatan  lKasus  l(The  lCase  lApproach) 

  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  lPendekatan  lkasus  ldalam  lpenelitian  lnormatif  lbertujuan  luntuk  lmempelajari  

lpenerapan  lnorma-norma  latau  lkaidah  lhukum  lyang  ldilakukan  ldalam  lpraktik  

lhukum.  lTerutama  lmengenai  lkasus-kasus  lyang  ltelah  ldiputus  lsebagaimana  lyang  

ldapat  ldilihat  ldalam  lyurisprudensi  lterhadap  lperkara-perkara  lyang  lmenjadi  

lfokus  lpenelitian.11 

b) Pendekatan  lPerundang-Undangan  l(The  lStatue  lApproach) 

  l  l  l  l  l  l  l  l  l  lPendekatan  lundang-undang  l(statue  lapproach)  latau  lpendekatan  lyuridis  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  lyaitu  

lpenelitian  lterhadap  lproduk-produk  lhukum.12
  lPendekatan  lperundang-  

 
9

  lAbdulkadir  lMuhammad,  l2004,  lHukumdanPenelitianHukum.  lCet.  l1,  lBandung  l:  lPT.  lCitra  

lAdityaBakti,  lBandung,  lhal.  l52  l 
10

  lJohnny  lIbrahim,2006, Teori  ldan  lMetodologi  lPenelitian  lHukum  lNormatif,  lMalang  l:  lBayu  lMedia  

lPublishing,  lHal.57 
11

  lIbid,  lh.321 
12

  l  lBahder  lJohan  lNasution.  lMetode  lPenelitian  lIlmu  lHukum.  l(Bandung  l:  lMandar  lMaju,  l2008),  l92 
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lundangan  lini  ldilakukan  luntuk  lmenelaah  lsemua  lundang-undang  ldan  lregulasi  

lyang  lberkaitan  ldengan  lpenelitian  lyang  lakan  lditeliti.  lPendekatan  lperundang-

undangan  lini  lakan  lmembuka  lkesempatan  lbagi  lpeneliti  luntuk  lmempelajari  

ladakah  lkonsistensi  ldan  lkesesuaian13
  lantara  lsatu  lundang-  lundang  ldengan  

lundang-undang  lyang  llain. 

 

3) Sumber  lBahan  lHukum 

Penelitian  l hukum  l normatif  l tidak  l mengenal  l data  l sehingga  l istilah  

l yang  l  l  ldigunakan  l yaitu  l bahan  l hukum  l yang  l diperoleh  l dari  l pustaka  l atau  

l undang-undang  l  litu  l sendiri  l bukan  l dari  l hasil  l data  l lapangan.  l Dalam  

l pengumpulan  l bahan  l hukum  lpenulis  lmengambil  lsumber-sumber  lyang  

lberbentuk  lUndang-Undang,  l bukum-  lbuku  lyang  lterkait,  lartikel,  lmajalah,  

ldokumen-dokumen  lserta  lkarya  lilmiah  llainnya. 

Bahan  lhukum  ldalam  lpenelitian  lini  ldibagi  lmenjadi  ltiga  lsumber  lbahan  lhukum  l  

lyaitu  ldata  lprimer,  lsekunder  ldan  ltersier. 

1. Bahan  lHukum  lPrimer  lyaitu  lyang  ldiambil  ldari  lsumber  laslinya  lyang  

lberupa  lundang-undang  lyang  lmemiliki  lotoritas  ltinggi  lyang  lbersifat  lmengikat  

luntuk  lpenyelenggaraan  lkehidupan  lbermasyarakat14.  lBahan  lhukum  lprimer,  

ldalam  lpenelitian  lini  ladalah  lUndang-Undang  lNomor  l23  lTahun  l2006  ltentang  

lAdministrasi  lKependudukan  ldan  lUndang-Undang  lnomor  l24  lTahun  l2013  

ltentang  lPerubahan  latas  lundang-undang  lNomor  l23  lTahun  l2006  ltentang  

lAdministrasi  lKependudukan. 

 
13

  lPeter  lMahmud  lMarzuki.  lPenelitian  lHukum.  l(Cet  l6.  lJakarta  l:  lKencana,  l2010),  l93 
14

  lIbid,  l142 
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2. Bahan  lhukum  lsekunder  lmerupakan  lbahan  lhukum  lyang  lmemberi  

lketerangan  lterhadap  lbahan  l  lhukum  lprimer  ldan  ldiperoleh  lsecara  ltidak  

llangsung  ldari  lsumbernya  latau  ldengan  lkata  llain,  ldikumpulkan  loleh  lpihak  

llain,15
  lberupa  lbuku  ljurnal  lhukum,  ldokumen-  ldokumen  lresmi,  lpenelitian  lyang  

lberwujud  llaporan,  lbuku-buku  lhukum  lyang  lditulis  loleh  lpara  lahli  lhukum,  

lkamus  lhukum,  lensiklopedia  lhukum,  ldisertasi  lhukum,  ltesis  lhukum,  lskripsi  

lhukum,  lkomentar  lundang-undang  ldan  lputusan  lpengadilan,  ldan  llain  

lsebagainya.  l

16
  l 

3. Bahan  lhukum  ltersier  lyaitu  lberupa  lbahan-bahan  lhukum  lyang  

lmemberikan  lpetunjuk  lmaupun  lpenjelasan  lterhadap  lbahan  lhukum  lprimer  ldan  

lbahan  lhukum  lsekunder  lseperti  lkamus  lhukum,  linternet,  ldan  lsebagainya  lyang  

lada  lhubungannya  ldengan  lpermasalahan  lyang  lsesuai  ldengan  ljudul  lini.  l 

 

4) Teknik  lPengumpulan  lBahan  lHukum 

Alat  lpengumpul  lbahan  lhukum  lyang  ldipergunakan  ldalam  lpenelitian  lini  

ldilakukan  ldengan  lcara,  lyaitu:  l 

a. Studi  lkepustakaan  l(library  lresearch)  lyang  ldilakukan  ldengan  ldua  lcara,  

lyaitu:  l 

1)  lOffline;  lyaitu  lmenghimpun  ldata  lstudi  lkepustakaan  l(library  lresearch)  lYaitu  

lmengambil  ldata  ldari  lliteratur  lyang  ldigunakan  luntuk  lmencari  lkonsep,  lteori-

 
15

  lIbid.  lh.  l36 
16

  lDyah  lOchtorina  lSusanti  ldan  lA’an  lEfendi.  l2014.  lPenelitian  lHukum.  lJakarta:  lSinar  lGrafika,  lhalaman  

l52.  l 
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teori,  lpendapat-pendapat,  lmaupun  lpenemuan  lyang  lberhubungan  lerat  ldengan  

lpokok  lpermasalahan  lpenelitian  lini.17 

2)  lOnline;  lyaitu  lstudi  lkepustakaan  l(library  lresearch)  lyang  ldilakukan  ldengan  

lcara  lsearching  lmelalui  lmedia  linternet  lguna  lmenghimpun  ldata  lsekunder  lyang  

ldibutuhkan  ldalam  lpenelitian  ldimaksud. 

 

5) Teknik  ldan  lAnalisis  lData 

Setelah  lpengumpulan  ldata  ldilakukan,  ldalam  lpengolahannya  ldilakukan  

lbeberapa  llangkah  luntuk  lmenganalisis  lbahan-nahan  lhukum  lyang  ltelah  

lterkumpul  ldapat  ldigunakan  lberbagai  lteknik  lanalisis  lyaitu  lsebagai  lberikut  l: 

a.  lTeknik  lDeskripsi  ladalah  lteknik  ldasar  lanalisis  lyang  ltidak  lbisa  ldihindari  

lpenggunaanya.  lDalam  lpenelitian  lini,  lposisi  lkasus  latau  lperkara  lharus  ldijelaskan  

lterlebih  ldahulu.  lDeskripsi  lberarti  luraian  lapa  ladanya  lterhadap  lsuatu  lkondisi  latau  

lposisi  ldari  lproposisi  lhukum  latau  lnon  lhukum. 

b.  lTeknik  lEvaluasi  lyaitu  lberupa  lteknik  lyang  lmenggunakan  lpenilaian  lapakah  

lsuatun  lpenetapan  lyang  ldikeluarkan  loleh  lpengadilan  lmerupakan  ltepat  latau  ltidak  

ltepat,  lsetuju  latau  ltidak  lsetuju  ldan,  lbenar  latau  lsalah,  loleh  lpeneliti  lterhadap  lsuatu  

lpandangan  ldan  lbagaimana  lpernyataan  lrumusan  lnorma  lpenetapan. 

 
17

  lSoerjono  lSoekanto,  lPengantar  lPenelitian  lHukum.  lh.  l55 
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